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MOTTO

"Jangan membayar pajak karena takut sanksi, tetapi bayarlah pajak

karena anda seorang warga negara yang baik”,

(Berita pajak No.1389 Januari XXVIIT, hal.3)

"Bayarlah pajak sejak dini, agar anak cucu kelak tidak menuduh bahwa

kita telah hidup tidak berguna”,

(Berita pajak No.1391 Maret XXXT, hal.4)

iv
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L3

L PENDAHULUAN—!__

1.1 Latar Belakang

Hakekatnya manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk melindung;
diri dani segala macam ancaman dan untuk dapat mencapal tujuan bersama dalam
organisasi masyarakat yang disebut negara, kepada negara anggota masyarakat
menyerahkan sebagian haknya dan negara berkewajiban mengatur kehidupan
bersama dalam masyarakat, dalam hal ini negara membiayai dan 1nenyediajian
barang-barang dan jasa vang diperlukan oleh masyarakat. Menvelenggarakan
fungsi tersebut negara memerlukan sumber pendapatan diantaranya dengan jalan
diadakannya pemungutan pajak.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah di dalam mencapai tujuan untuk
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung dari
masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin, pembargunan sosial dan ekonomi
masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai kewajiban warga negara
yang berupa pengabdian serta peran aktif warga negara pada umumnya dan
anggota masyarakat pada khususnya guna membiayai berbagai keperluan negara
vang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur oleh undang-
undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kescjahteraan bangsa dan negara.
Setiap tahun penerimaan pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat.
Semakin besar potensi pajak, maka hal ini merupakan sarana yang efektif sebagai
sumber penerimaan negara yang mampu menggantikan penerimaan yang berasal
dari sector migas, non migas, dan pinjaman luar negeri,

Perseroan Terbatas TEMPO Jember adalah termasuk Badan Usaha M ik
Swasta (BUMS) yang bertugas menyalurkan atau sebagai distributor kebutuhan-
kebutuhan yang bergerak dalam bidang keschatan, konsumer, dan kosmetik yang
sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dalam meningkaikan kebutuhan hidup
anggota masyarakat pada umumnya dan kesehatan pada khususnya, Di samping
sebagai distributor juga bertindak sebagai pemberi kerja vang diwajibkan
melakukan kegiatan perpajakan sebagai Wajib Pajak khususnya melaksanakan
pemotongan PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap sesual dengan judul laporan
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yang disusun yaitu “Mekanisme Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21
Atas Gaji Pegawai Tidak Tetap Pada PT, TEMPO Jember™

Perseroan Terbatas TEMPO Jember selain sebagai Wajib Pajak juga
melaksanakan kegiatan perpajakan antara lain | PPh pasal 21, pasal 23, dan PPN,
Di samping itu PT. TEMPO Jember mudah untuk memberikan informasi serta
data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan Khususnya mengenai
perpajakan.

Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan, Pajak
Penghasilan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tertuang dalam PPh pasai 21
atau pasal 26 adalah pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan,
pembayaran lain-lain dengan nama-nama dan dalam bentuk apapun sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam
pasal 21 dan pasal 26 UU. Tahun No. 2000, sehingga penerima penghasilan
misalnya Pegawai Tetap yang menerima gaji, tun
jangan, honorarium, upah akan dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 baik
Wajib pajak Orang Pribadi atau Badan sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan Perpajakan yang berlaku. Dari kegiatan tersebut dinarapkan Wajib
Pajak dan Pemotong Pajak dapat raling membantu dalam kewajiban
perpajakannya, agar prosedur dan peraturan dapat dilaksanakan dengan benar dan
tepat.

Reformasi Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2000 vyang
sebelumnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 (entang
perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan bertujuan
untuk menciptakan suatu sistem pajak vang sederhana dan penyederhanaan sistem
diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak . Upaya memberikan
pelayanan prima terhadap masyarakat Wajib Pajak dalam rancangan Undang-
Undang PPh tahun 2000, akan memberikan kepastian hukum, baik fiskus maupun
Wajib Pajak .

Pesatnya perkembangan sosial ekonomi scbagai hasil pemoangunan
nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang dan setelah

mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Undang-Undang perpajakan selama 5

e 0909090
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tahun terekhir, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan maka dipandang

perlu untuk dilakukan perubahan Undang-Undang tersebut guna meningkatkan

fungsi dan perannya dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional

khususunya di bidang ekonomi.

Pada tahun 1983 pemerintah melakukan Pembaharuan Sistim Perpajakan

Nasional (PSPN) “tax reform” yang bertujuan meningkatkan kemandirian dalam

pembiayaan pembangunan nasional. Alasan pemerintah  untuk  melakukan

perubahan  Undang-Undang Perpajakan vang lama dengan Undang—Und'ang

Perpajakan yang baru tersebut, adalah -

a. Undang-Undang Perpajakan Lama

1} Peraturan perundang-undangan yang berlaku sampal dengan tahun

3)
4)

3)

6)

1983 merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda, yang dibuat
semata-mata untuk menghimpun dana bagi pemerintah penjajah dalam
rangka untuk mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya di
Indonesia.

Pemungutan pajak dirasakan sebagal beban yang berat bagi rakyat
sebab, baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak. maupun fata caranya
dilaksanakan jauh dari asas keadilan tanpa melihat kemampuan
subjektif maupun objektif Wajib Pajak .

Wajib Pajak hanya dijadikan objek.

Wajib  Pajak  kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan
perpajakan-nya, sehingga kesadaran Wajib Pajak untuk ikut serta
dalam memikul beban negara dalam pembangunan nasional kurang
ada.

Pemungutan pajak sepenuhnya dilakukan oleh pemenntah (official
assesment).

Wajib Pajak kurang mendapat kepastian hukum akan hak dan
kewajiban perpajakannya.

b. Undang-Undang Perpajakan Baru

1)

Landasan hukum falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar 45
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2) Pemungutan dilakukan dengan semakin memperhatikan kemampuan
subjektf maupun objektif Wajib Pajak .

3) Wajib Pajak diposisikan sebagai subjek harus dibina dan diarahkan
supaya sadar dan mampu memenuhi kewajibannya sebagai kewajiban
kewarganegaraan.

4) Tanggung jawab perhitungan, pemungutan, pembayaran, pelaporan
dan kewajiban perpajakan dipercayakan sepenuhnya kepada Wajib
Pajak (self assesment).

) Wajib Pajak mendapatkan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan
kewajiban perpajakkannya lebih diperhatikan

Reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu 10

tahun dinifai cukup berhasil dalam menarik atau menghimpur dana  dari

masyarakat, Tetapi sejak diberlakukannya masih ada beberapa kekurangan antara
fain :

a) Pemungutan pajak lebih ditekankan pada fungsi keuangan (fungsi
budgetair) dan pada fungsi mengatur (fiumgsi regurelend), sehingga
masih banyak masyarakat yang enggan membayar pajak.

b) Ketentuan yang belum ada dan belum mampu menjaring semua Wajib
Pajak, karena masih banyak celah (loopholes) serta kekaburan
pengertian (inferpretasi) dalam istilah dan pasal-pasal yang masih bias,
serta masth banyak peraturan yang berada diluar Undang-Undang
Perpajakan.

¢) Masih banyak bentuk-bentuk aktifitas yang aspek perpajakkannya
belum diatur atau belum cukup diatur,

Sedangkan yang mengarah dan bertujuan menyempurnakan UU

Perpajakan terutama yang menyangkut dunia usaha, antara lain adalah -

a) Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan
pertumbuhan, pemerataan pembangunan, dan investasi di seluruh
wilayah Republik Indonesia;

o S
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b) Menunjang usaha peningkatan ckspor, terutama ekspor nmon migas,
barang hasil olahan dan jasa dalam rangka meningkatkan perclehan
devisa;

¢) Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia (SDM), ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK), pelestarian ekosistem, Sumber
Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Perubahan UU Perpajakan terus dilakukan sampai yang terakhir tahun
2002 yang terdiri dari UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubzhan Kedua Atas UU
No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17
tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (PPh), atau UU No. 18 tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas
UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn-BM ), UU No. 19 tahun 2000
tentang Perubahan Atas UU No. 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Ates
Tanah dan Bangunan (BPHTB). Diharapkan perubahan itu lebih mencerminkan
keadilan dan memberikan Kepastian hukum serta meningkatkan pelayanan kepada
Wajib Pajak melalui perluasan basis pengenaan pajak dan penyvedehanaan sistem
perpajakan,

Salah satu jenis pajak yang mencerminkan asas keadilan, memberikan
kepastian hukum dan besar peranannya di dalam penerimaan negara, adalah Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21 dengan dasar hukum Undang—Undang No. 17 tahun
2000 yang dipotong di setor dan di laporkan oleh pemberi kerja yang membayar
gajl, upah, honorarium. tunjangan dan pembayaran lain schbagai imbalan

sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

I.2.1  Tujuan Praktek Kerja Nyata
Tujuan dalam melaksanakan program PKN ini antara lain -
Untuk mendapatkan pengetahyan kerja khususnya bidang perpajakan
PPh pasal 21 atas pegawai tidak tetap.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan
Pajak Penghasilan pasal 21 atas pegawai tidak tctap pada PT.
TEMPO Jember dan mendiskripsikan dalam laporan hasil Praktek

Kerja Lapangan,

1.2.2  Kegunaan Praktek Kerja Nyata

d.

Menambah khasanah dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya
yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai tidak
tetap.

Mengetahui masalah-masalah aktual yang dihadapi dalam menghitung,
menyetor dam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pegawai

tidak tetap sebagai bahan refrensi.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

| Fdrae : |
r'! 5.- i 4 4 ,_n-e,,_ tiebos
= Rl A &#I J|

II. GAMBARAN UMUM PERUSAHNAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Tempo adalah distibutor salah satu anak cabang perusahaan di bawah
naungan PT. Tempo Group yang berdiri pada tahun 1951 di Jakarta, PT, Tempo
Group membidangi usaha dibidang farmasi, consumer, good dan cosmetic. Pada
tahun 1989 awalnya di Jember masih bersifat customer, yang artinya hanya
sebagai distribusi (gudang) yang merupakan pos barang dari cabang Surabaya dan
semua bentuk pesanan (DO) dan keadministrasian dibuat dan dikirim ke
Surabaya,

Berdasarkan SK Deperindag pada tanggal 22 maret [997. PT, Tempo
dinyatakan berdiri dan menjalankan usaha dengan dimulai terbentuknya struktur
organisasi PT. Tempo Jember. Dengan kata lain sckarang sudah lengkap selain
memiliki gudang juga memiliki kanior. Yang diawali dengan pembustan surat
pengantar order (SPQO), pembuatan order (DO), melakukan tagihan, pengawasan
terhadap keluar masuknya barang dapat dilukukan seefisien mungkin dan semua
manajemen administrast di wilayah Karisidenan Besuki, Lumajang, dan
Banyuwangi dapat dilayani langsung di PT. Tempo Jember. Dalam sistem
pemasarannya PT. Tempo menjual barang kepada cutlet dan oleh outlet dijual
kepada konsumen. Dalam hal ini outletnya adalah toke retail, apotik, supermarket,
dan rumah sakit.

Belum mencapai satu tahun kinerja dan peranannya, PT Tempo
menunjukkan perkembangannya yang sangat luar biasa. Hal ini terbukti dengan
kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan. Yaitu tepatnya tanggal 9 juli
1997 PT. Tempo bergabung dalam PBF (Pedagang Besar Farmasi), atas dasar SK
No. 31081/PBF/Cab.22/VI1/1997, tentang pengakuan pendirian cabang PBF an
PT. Tempo Jember. Peranannya adalah untuk menjual produk-produk ethical,
yaitu obat yang harus dijual di apotik atau rumah sakit vang diresepkan oleh
dokter, termasuk psikotropika yang pengeluarannya 4i bawah pengawasan POM
(Pengawas Obat dan Makanan). Mengingat pentingnya pengawasan dan

SR
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pengeluaran obat yang dijual oleh distibutor imi, maka PT. Tempo mengangkat
scorang asisien apoteker,

Aspek bismis juga dirasakan oleh outlet dan pelaku bisms di Jember, selain
adanya diskon khusus produk-produk tertentu, mereka merasakzn betul adanya
distributor tempo di Jember yang menawarkan harga murah, efektif dan efisien,
artinya setiap barang yang dipesan sudah tentu memberikan manfaat dan
penggunaanya dan apabila barang yang telah dipesan telah melewati tangpal
penggunaannya (fxp. Date) maka barang tersebut dapat dikembalikan.

Sebagai misi atau tujuan yang dicapai PT. Tempo Jember dalam jangka
pendek antara lain;

* Untuk mempercepat distribusi sehingga dari perusahaan ke outlet hanya
perlu wakiu yang singkat;

* Menjaga kualitas pelayanan schingga barang vang dikeluarkan sesuai
dengan rencana, baik kualitas maupun kuantitas:

*  Meningkatkan kesejahteraan karyawan:

*  Mencapai target yang ditentukan.

Sedangkan untuk jangka panjang PT. Tempo mempunyai tujuan sebagai

berikut
* Efisiensi cost. Artinya operasional waktu yang singkat karena lebih dekat
sehingga untuk kemajuan perusahaan lebih besar:
*  Mencapai keuntungan yang maksimum;
*  Sebagai acara kompetisi antar perusahaan;

*  Mewujudkan masyarakat yang sehat.

2.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah gambaran jelas ientang hubungan kenja sama

dari orang-orang yang terdapat dalam organisasi tersebut, mulai dari tingkatan
yang paling atas sampai dengan paling bawah dalam rangka mencapai suatu
tujuan yang diharapkan.

Fungsi dari struktur organisasi dalam suatu perusahaan adalah untuk

menentukan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh seorang dan penentuan
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tanpggung jawab, serta pendelegasian wewenang untuk melaksanakan dan
memper-tanggungjawabkan kegiatan tersebut tahu dimana dirinya berada dan
mengerti sampai sejauh mana tugas-tugas yang harus dikerjakan olehnya.

Artl pentingnya struktur organisas: agar aktivitas suatu perusahaan dapat
berjalan dengan baik terutama untuk menggambarkan tugas, wewenang dan
tanggung jawab serta kerja sama diantara sesama karyawan dan menjalin
hubungan Kkerja yang baik, harmonis serta keakraban diantara karyawan

perusahaan. Struktur organisasi PT. Tempo Jember dapat digambarkan pada
lampiran.

2.3 Uraian Tugas
Dari bagan struktur tersebut, masing-masing bagian atau pos mempunyai
tugas dan wewenang sendiri-sendiri, antara lain :
I} Pimpinan PT
Mengawasi dan bertanggungjawab atas bagian-bagian dibawahnya.
2) Asisten Apoteker Penanggung Jawab
*  Bertanggung jawab untuk pengeluaran obat harus sesuai Jalur distribusi.
*  Melakukan pencatatan dan pengeluaran ke :
- Badan POM (Pengawasan Obat dan Makanan)
- Kanwil departemen kesehatan
- Direktorat jerderal POM
3) Kasir
* Mengurusi masalah keuangan
* Menerima laporan keuangan secara umum
* Membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala
4) Inkaso
« Kliping DO
* Membuat tagihan kepada salesman.
* Mengecek faktur terbuka termasuk TOP-nya

5) Sales Accounting

* Menerima laporan prestasi kerja keuangan dari sales
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* Membuat laporan keuangan (akuntan) sales
6) Payment
* Melakukan penagihan dari salesman
7) Sales
* Memasarkan barang vang ditawarkan
* Melakukan penagihan kepada masing-masing outlel
8) Petugas Gudang
* Menyiapkan barang vang akan dikirim kepada outlet sesuai DO
* Menenima barang-barang masuk, menyimpan barang-barang keluar
(BBK)) dan Mencatat masuknya barang (BBM) dari cabang Surabaya.
9) Sopir/Driver
* Mengatur route pengiriman ke outlet sebaik rmungkin schingga effisiensi
waktu yang digunakan tidak terbuang,
* Mengirim barang-barang pesanan kepada outlet yanhg bersangkutan

10) Keamanan/Security

* Menjaga dan memelihara keamanan PT. Tempo Jember.

2.4 Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di PT. Tempo Jember sampai dengan bulan April
2003 terdiri dari 15 personil. Dibedakan atas pegawai tetap dan pegawai tidak
tetap.

Dan karvawan yang ada di PT. Tempo Jember ini tidak semuanya
dikenakan atas pajak, hanya karyawan dengan penghasilan yang besamya
termasuk dalam Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditetapkan oleh
pemenintah, pajaknya nihil.
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I PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan salzh saty syarat yang
harus ditempuh mahasiswa Diploma 111 Perpajakan guna menyusun laporan
Praktek Kerja Nyata, serta merupakan syarat kelulusan guna memperoleh gelar
Ahli Madya (A.Md) khususnya dibidang perpajakan. Pelaksanaan Praktek Kerja
Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu-ilmu teori yang diperoleh mahasiswa
selama di bangku kuliah dalam prakiek kerja di lingkungan perusahaan. K.egiatan
Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu
kegiatan atau aktivitas perusahaan, sehingga scolah-olah mahasiswa bertindak
sebagai karyawan perusahaan.

Melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata kali ini, penulis lakukan pada
PT. Tempo Jember. Sebelum melaksanakan Praktek Kenja Nyata, penulis
melakukan tahap-tahap persiapan, dalam hal ini terjadi proses pengurusan
adminis-rasi sebagai syarat pelaksanaan kegiatan PKN, sesuai dengan prosedur
dan ketentuan yang berlaku, Adapun tahap-tahap kegiatan yang penulis lakukan
sebelum akhirnya bisa melaksanakan kegiatan PKN adalah sebagai bertkut
1) Melakukan observasi ke PT. Tempo Jember dan menanyakan hal-hal yang

harus dilengkapi sebelum kegiatan PKN:

2) Memberikan surat pengantar PKN dari bagian akademik Fakultas [lmu Sosial
Dan Hmu Politik Universitas Jember yang ditujukan kepada pimpinan PT.
Tempo Jember;

3) Memberikan surat balasan dari pimpinan PT, Tempo Jember pada bagian
akademik Fakultas llmu Sosial dan lImu Politik untuk diserahkan pada Dekan
sebagai tanda persetujuan untuk melaksanakan PKN di PT, Tempo Jember:

4) Meminta surat tugas pada bagian akademik dan memberikan surat tugas
tersebut pada pimpinan PT. Tempo Jember serta langsung melaksanakan
kegiatan PKN.

Dalam waktu satu bulan tersebut kegiatan yeng dilakukan pada saat PKN
antara lain :

11
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Tabel 1. Dafiar Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Minggu Ii Keterangan

1. Pa_rkf:nalan;

2). Penempatan kegiatan PKN oleh pimpinan PT. Tempo Jember
di bagian administrasi

3). Memperoleh penjelasan secara umum tentang pajak yang
ada:

4). Membuat SPO (Surat Pengantar Order)

1). Membuat SPO;

2), Memperoleh penjelasan mengenai penerapan perpajakan di

PT. Tempo Jember;
| 3). Mempelajari penjelasan mengenai penerapan perpajakan di |
Il PT. Tempo Jember; I

' 4). Mempelajari perhitungan PPh ps. 21 vang dilakukan oleh PT. |
Tempo Jember,;

|
3). Mempelajan mekanisme dan prosedur pembayaran pajak |

penghasilan (PPh) ps. 21 atas pegawai tetap
| 1). Membuat SPO;
| 2). Membantu menyelesaikan kliping DO
- 3). Mengumpulkan faktur pajak berdasarkan area untuk
; dikirimkan kepada alamat outlet yang bersangkutan;
, 4}. Membantu membuat laporan Keuangan secara mingguan;
3). Membuat catatan contoh produk baru untuk dikirim ke outlet.
I} Mengumpulkan data yang diperlukan mengenai PPh ps. 21;
2) Mencari data tentang sejarah dan  struktur organisasi |
perusahaan;

¥
; 3) Menanyakan hal-hal yang penting untuk laporan;

4) Memeriksa kembali data-data yang diperlukan untuk penyem-
| purnaan hasil laporan.

Keterangan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
Minggu Pertama

Mahasiswa dan beberapa pegawai PT. Tempo berkumpul menghadap
Bapak Pimpinan PT. Tempo Jember. Bapak Pimpinan memperkenalkan diri

o S
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bersama dengan beberapa pegawai dan memberikun penjelasan tentang peraturan-
peraturan yang harus dipatuhi mahasiswa sebagai tanda diterimanya mahasiswa
untuk melaksanakan program PKN di PT. Tempo Jember. Oleh Bapak Pimpinan
mahasiswa ditempatkan di bagian administrasi, serta memperoleh penjelasan
secara umum tentang pajak yang ada di lingkungan PT. Tempo Jember. Pada awal
pelaksanaan PKN, mahasiswa memperoleh bimbingan kerja tentang pembuatan
SPO (Surat Pengantar Order) berdasarkan pesanan baik melalui sales, fax, dan
telepon yang dilakukan oleh toko retail, supermarket, rumah sakit maupun apcl‘ik.
Mingpu Kedua

Mahasiswa membuat SPO Oleh bagian administrasi, mahasiswa
memperoleh penjelasan gambaran umum PT. Tempo dalam bidang usahanya dan
lentang penerapan-penerapan perpajakan vang dilakukan oleh PT. Tempo Jember.
Dari penjelasan-penjelasan tersebut mahasiswa mempelajarinya, mulai dari
penerapan perpajakkannya, perhitungan pajaknva, terutama PPh. Pasal 21
sebagaimana yang telah penulis (entukan sebagai judul laporan kali ini, maupun
mekanisme prosedur pembayaran pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawail
tetap pada PT. Tempo Jember.
Minggu Ketiga

Mahasiswa membuat SPO (Surat Pengantar Order) celain itu mahasiswa
turut membantu menyelesaikan kliping DO pada bagian Inkaso. Tujuannya untuk
memonitoring barang-barang yang telah di keluarkan oleh PT. Tempo, terutama
untuk produk-produk etichal. Misalnya psikotropika vang harus mendapat
pengawasan ketat, sebagai pertanggungjawaban kepada badan POM (Pengawasan
Obat dan Makanan), Kanwil Departemen Kesehatan dan Direktorat Jenderal
POM. Barang-barang yang dikeluarkan oleh perusahaan dan merupakan Barang
Kena Pajak (BKP) dibuatkan faktur pajal: dan dikirimkan kepada alamat outlet
yang bersangkutan melalu sales-sales perusahaan. Hari Sabtu. mahasiswa
membantu menyelesaikan laporan keuangan secara mingguan. Untuk laporan
keuangan bulanan, laporan laba/rugi dan neraca menjadi tanggung jawab kantor
cabang. Menjelang akhir minggu ketiga, PT. Tempo Jember dipasok produk-
produk baru dari kantor cabang Surabaya. Untuk memperkenalkan produk

B
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tersebut kepada konsumen, mahasiswa diminta untuk membuatkan catatan atau
pesan contoh produk baru yang ditujukan kepada outlet.
Minggu Keempat
Menjelang akhir dari pada program PKN ini, mahasiswa memanfaatkan
waktu dengan sebaik-baiknya, mengumpulkan data yang diperlukan mengenai
PPh ps. 21 guna penyusunan laporan sesuai dengan Judul vang penulis tentukan.
Mahasiswa mencan data tentang sejarah perusahaan dari pimpinan PT. Tempo,
dengan cara mendengarkan penjelasannya disertai dengan ditunjukkannya akta
pendinan PT. Tempo Jember yang digunakan untuk lembar lampiran. Mahasiswa
mencatat kegiatan atau hal-hal penting selama melaksanakan program PKN,
meminta penjelasan dan menanyakan kekurangan data vang diperlukan mengenai
perusahaan untuk penyusunan laporan kepada pimpinen PT. TEMPO maupun
pegawainya. Berdasarkan data-data yang sudah diperoleh, mahasiswa meneliti
kembali data-data yang sudah diperoleh, mahasiswa meneliti kembali data-data
yang diperlukan demi sempurnanya hasil laporan PKN di PT. Tempo Jember.
Kegiatan PKN di PT. Tempo Jember dilaksanakan selama 1 bulan penuh
(31 hari), dimulai pada tanggal | April sampai dengan 1 Mei 2003, dengan jadwal
kerja efektif enam hari kerja. Waktu pelaksanaan PKN disesuaikan dengan jam
kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Tempo Jember. Adapun jam kerja yang
dilaksanakan adalah sebagai berikut :
¢ Han Senin sampai dengan hari Jum’at mulai pukul 08.00 - 16.00
* Han Sabtu mulai pukul 08.00 - 13.00
Keterangan :
Istirahat berlangsung 1 jam (jam 12.00 — 13.00), berlaku urtuk hari senin
sampai dengan har jum’at.
Kewajiban perpajakan yvang berlaku pada PT. Tempo Jember adalah
meliputi sebagai berikut :
a. Sebagai Wajib Pajak Badan/Pengusaha Kena Pajak (PKP), berkewajiban :
|) membayar pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan PPN;
2) menyetor pajak-pajak yang telah dipungut;

3) membuat bukti-bukti pungutan sesuai dengan jenis pajaknya;

R SR L T .
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4) membuat laporan SPT masa bulanan PPN-PKP;
5) membuat laporan SPT bulanan masa bnulanan PPh ps. 25 (PPh Badan);
6) membuat laporan SPT tahunan Wajib Pajak badan.
b. Sebagai pemotong PPh ps. 21/26 dan PPh ps. 23 berkewajiban :
1) memotong pajak penghasilan (PPh) yang terutang oieh karyawan/pegawai;
2) menyetorkan pajak penghasilan (PPh) yang telah dipotong;
31 melaporkan pajak penghasilan (PPR) vane telah terpotoni:
4) melakukan perhitungan terakhir,
¢. Sebagai pemungut PPn atas rekanan, berkewajiban .
1) memungut pajak atas pembayaran vang dilakukan kepada pihak ketiga:
2) menyetorkan PPN yang dipungut;
3) melaporkan PPN yang dipungut
Pada pelaksanaan program Prakiek Kerja Nyata ini, penulis sekaligus
melakukan penelitian terhadap kegiatan di PT. Tempo Jember. Penelitian yang
penulis lakukan adalah penclitian terhadap penghitungan PPh ps. 21 untuk

pegawal tetap yang disetorkan dan dilaporkan secara masa di lingkungan PT,
Tempo Jember.

3.2 Dasar Hukum

1) Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan
tahun 2000 yang bunyinya adalah :@ “Wajib Pajak orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di
Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan”,
Stkuler No. SE-50/PJ.97/1989, menyebutkan tiga arti pentingnya pembukuan
untuk perpajakan, yaitu :
a. mempermudah Wajib Pajak  dalam mengisi surat pemberitahuan
tahuanan (SPT)-nya;
b. Mempermudah perhitungan besamya penghasilan kena pajak (dasar
pengenaan pajak untuk PPN);
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¢. Menyajikan informasi tentang posisi finansial dan hasil uszha
(pekerjaan bebas Wajib Pajak ) untuk bahan aralisis mauoun
pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 tentang perubahan
ketiga atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,

4) Keputusan Menteri Keuangan Rl No. 54 1/KMK (4/2000 tentang nenentuan
tanggal, jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, tempat pembayaran
pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak, serta tata cara
pemberian angsuran atan penundaan pembayaran pajak.

5) Pasal | Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau
bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerak atau
tempat pembayaran lain yang ditunjukkan oleh Menteri keuangan.

6) Pasal | Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah
surat yang oleh Wajib Pajak , objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau
harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

perpajakan.

3.3 Pengertian Pajak
Beberapa pengertian pajak yang diberikan oleh ahli pajak. antara lain :

1} Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriam -
“Pajak adalah iuran kepada negara (vang dapat dipaksakan) terutama oleh
yang wajib membayarnya menurul peraturan-peraturan dengan tidak
mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan
tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah™.

2) Soeparman  Soemahamidjaja  dalam  disertasinya yang berudul “pajak

berdasarkan asas gotong-royong”, universitas padjajaran, bandung, 1964
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“Pajak adalah iuran wajib, berupa vang atau barang, yang dipungut oleh
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi
barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”,

3) Menurut Prof. Dr. Rochmad Soemitro, SH.
“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi)
vang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar

pengeluaran umum”,

3.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berdasarkan perbedaan pendavat para ahli pjak, dapat
dikelompokkan, antara lain :
I') Fungsi Budperair;

yang dimaksudkan dengan fungsi budgetair adalah pajak scbagai alat

untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, untuk digunakan szbhagai dana
pembiayaan negara,
2) Fungsi Regiler;
vang dimaksud dengan fungsi reguler atau mengatur adalah pajak
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang
keuangan. Pengeluaran ini biasanya di tujukan untuk mengatur sektor swasta,
yaitu bidang sosial dan ekonomi.

Dalam fungsi budgetnya pajak diharapkan menghasilken penerimaan yang
pantas (ade quacej dan stabil secara kontinyu. Sebagai instrumen pengatur, pajak
dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupari sosial dan ekonomi,
redistribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Maka dari itu, pengenaan pajak
harus diatur senetral-netralnya dan tidak boleh diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan lain yang menyimpang dari padanya.
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3.3.2 Pengelompokan Pajak
I} Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak
dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain:
b. Pujuk Tidak Langsung, yaitu pajak vang pada akhirnva dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain.
2) Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjeknf, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan ﬁada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaaan diri Wajib Pajak ;
b. Pajuk Objekeif. yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak
3) Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara;
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pernerintah daerah dan
digunakan untuk membiavai rumah tangga daerah

3.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Axsesment System
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang trutang oleh
Wajib Pajak ;

2) Self Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan paiak yang memberi wewenang kepada
Wayib Pajak untuik menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang;

3) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak vang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wjib pajak yang bersangkutan) untuk
menentukan besamnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .
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3.4 Pengertian Penghasilan Dan Sumber Penghasilan

I} Pengertian Penghasilan:

i.

Menurut Undang-U ndang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan
(PPh)

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima
atau diperoleh Wajib Pajak | baik yang berasal dari Indonesia maupun dan
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atay untuk menambah
kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk
apapun;

Menurut administrasi PT Tempo Jember

Penghasilan adalah semua pendapatan yang diterima oleh pegawai PT.
Tempo baik berupa ga)i pokok maupun tunjangan yang diberikan oleh
perusahaan atas pekerjaan, Jabatan maupun jasa vang telah dia berikan dan

lakukan untuk kepentingan perusahaan.

2} Sumber-Sumber Penghasilan -

Dilihat dari mengalimya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib
Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

3.5 Pe

penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekejaan bebas
seperti  gaji, honorarium. penghasilan  dari praktek Dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;

penghasilan dari usaha dan kegiatan seperti toko dan pabnk:

penghasilan dari modal, yang berupa harta hergerak ataupun farta tak
bergerak seperti bunga, deviden, royalti, sewa keuntungan penjualan harta
atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. dan lam sebagainya:
penghasilan lain-lain, seperti  pembebasan utang, hadiah, dan lain
sebagainya.

ngertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Dan Pasal 26
Pajak penghasilan dengan pekerjaan, Jasa dan kegiatan yang dilakukan

oleh orang pribadi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Bila yang menerima
penghasilan adalah -
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objek pajak dalam negen,

maka pemotongan pajak disebut pajak penghasilan (PPh) pasal 21
objek pajak luar negeri;

maka pemotongan pajak disebut pajak penghasilan (PPh) pasal 26

Sebelum penulis menuju pada sistem penghitungan pajak penghasilan

(PPh) pasal 21 sesuai dengan judul laporan yang diptith, terlebih dahulu penulis

akan memberikan penjelasan tentang bagian-bagian dari pajak, antara lain:
a. Wajib Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sumber UU/SE

Penerimaan penghasilan yang dinotong PPh pasal 21 adalah :

1)

3)

4)

Pejabat Negara, adalah

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Propinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota:

¢. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda. dan Hakim Mahkamah Agung;

e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung;

g

Menteri dan Menten Negara;

Jaksa Agung;

5

Gubemnur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

1. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Propinsi;

J.  Walikota dan Wakil Walikota.

Pegawai Negeri Sipil (PNS). adalah PNS Pusat, PNS Daerah, dan PNS
lainnva yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah scbagaimana diatur
dalam UU No. 8 tahun 1974

Pegawai, adalah setiap orang pribadi, ang melakukan pekerjaan
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik tertulis maupun tidak
tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau
BUMN atau BUMD.

Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja,
yang menenima atau memperoleh gaji dalam Jumlah tertentu secara

berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas
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6)

8)

9)

21

yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan
secara langsung.

Pegawai Tidak Tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi
kerja yang menerima atau memperoleh gaji berdasarkan kontrak kerjanya
atau berdasarkan prestasi kerjanya.

Pegawai Dengan Status Wajib Pajak Luar Negeri, adalah orang pribadi
yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan yang menerima atau, memperoleh gaji, hﬂnuraﬁum
dan / imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.
Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja
yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan
bekerja.

Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli Warisnya yang menerima
alau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu,
termasuk orang pribadi atau ahli warsnya yang menerima tabungan hari
lua atau tunjangan hari tua.

Penerima Pensiun, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh

imbalan  sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang
dilakukannya,

10) Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah

mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

- Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

~

1)

Penghasilan vang dikenakan pemotongan PPh pasal 21 adalah -

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tratur berupa gaji, uang
pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk anggota dewan komisaris
alau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang
sokongan, uang tunggu, uang ganu rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak,
funjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan

transport, tunjangan pajak, tunjangan juran pensiun, tunjangan pendidikan
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anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang d'bayar oleh pemberi kerja,

dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;

Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa

produksi, bonus (akibat peningkatan keuntungan perusakaan, gratifikasi

(tambahan penghasilan yang diterima para angpota komisars/pimpinan

perusahaan akibat keberhasilan mengelola dan memajukan perusahaan),

tunjungan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, premi (ahunan,
dan penghasilan sejenis lainnya vang sifatnya tidak tetap dan biasaﬁya
dibayarkan sekali dalam setahun:

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan:

Uang tebusan pensiun, uang tabungan hari tua atau tunjangan hari tua

(THT), uang pesangon, dan pembayaran lain sejenisnya;

Honorarium, uang saku, hadiah atauy penghargaan dengan nama dan dalam

bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan

schubungan dengan pekerjaan, Jasa, dan kegiatan jyang dilakukan Wajib

Pajak dalam negeri, terdiri dan-

d. lenaga pengacara, akuntan, arsitek, Dokter, Konsultan, notaris, penilai
dan aktuarns;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film,
sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, pebari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

¢. olahragawan:

d. penasehat, pengajar, pengarang, peneliti, dan penerjemah;

€. pemberi jasa dalam bidang teknik, komputer, dan sistem aplikasinya,
telekomunikasi, elektronika. fotografi, dan pemasaran:

. agen iklan:

e

pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suaty
kepanitiaan, peserta sidang atau rapat, dan tenagha kerja lepas lainnya
dalam segala bidang kegiatan:

h. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;

L. pesertaa perlombaan;
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J.  petugas penjaja barang dagangan:

K. petugas dinas luar asuransi:

I, peserta didik, pelatihan, dan permagangan;

m. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan
kegiatan sejenis lainnya.

n. Gayi, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan
gaji yang diterima oleh pejabat negara dan PNS

0. Uang pensiunan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan
uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda
dan atau anak-anaknya

P. Penerima dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya dengan nama
apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak .

» Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Pengenaan PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

adalah -

ad

pembayaran asuransi duri perusahaan asuransi  kesehatan, asuransi
kecelakaan, asuransi Jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa i
penerima dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh
bukan Wajib Pajak :

luran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun vang pendiriannya
lelah disahkan Menteri keuangan serta iuran tabingan hari tua atau
tunjangan hari tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek -}'ang
dibayar oleh pemberi kerja;

penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnva dalam bentuk
apapun yan diberikan oleh pemerintah:

kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
pembayaran THT-taspen dan THT-asabri dari pt taspen dan pt asabri
kepada pra pensiunan yang berhak menerimanya;

zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
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» Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21
Yang tdak termasuk pencrima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
adalah :
| Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atay pejabat lain dari negara
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mercka yang bekerja
pada dan bertempat tinggalbersama mercka. dengan syarat:
2. Bukan warga negara Indonesia, dan
b. Di Indonesia tidak mnerima atau memperoleh penghasilan lain di luar
Jabatannya di Indonesia:

. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

(%)

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan
dalam keputusan Menteri keuangan No. 61 1/KMK 04/ 1994 sebagaimana
telah  diubah terakhir dengan keputusan  Menteri  keuangan No,
314/KMK.04/1998 sepanjang :

d. Bukan warga negara Indonesia. dan

e Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain

untuk memperoleh penghasilan di Indonesia,

» Tanf
Untuk jenis penghasilan pasal 21 atas pegawai tetap vang bersifat final dan
telah diatur dalam pasal 17 tentang ketentuan umum tata cara perpajakan

tahun 2000, besarmya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut -
Tabel 2 : PENETAPAN TARIF

_Lapisan Penghasil Bruto | Tarif Pajak
| Sampai dengan Rp. 25,000,000 - 5%
| Diatas Rp. 25.000.000.- /d Rp. 50,000,000, | 0% > N
Diatas Rp. 50.000.000.- s/d Rp. 100,000,000 15% it
Diatas Rp. 100.000.000.- s/d Rp. 200.000.000,- | 25%
Diatas Rp. 200,000.000.- 35% ST

Sumber : Perpaakan 2000
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» Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak (PKP) dari Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan
penghasilan tidak kena pajak (PTKP),

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) diberikan sebesar -

1} Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah)

Untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
<) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Tambahan untuk Wajib Pajak kawin.

3) Rp. 2.880.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu
rupiah)

Untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan

suami (isteri yang bersangkutan tersebut Juga bekerja).

4) Rp. 1.440.000,00 (satu juta empal ratus =mpat puluh empat ribu rupieh)
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan
scpenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang untuk seliap keluarga.

3.6 Hasil Perhitungan

3.6.1 Tata Cara Penghitungan PPh Pasai 21 Dan Pasal 26 Menurut
Keputusan  Menteri Keuangan  Republik  Indonesia No.
486/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh
Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan,

Para penerima penghasilan dapat dikelompokkan menjadi -
I) pegawai tetap yang memperoleh hak pengurangan berupa :
- Biaya jabatan sebesar 5% x penghasilan  kotor/bruto (max Rp.
108.000,00 sebulan atau Rp. 1.296.000.00 seiahun);
luran pensiun, THT yang dibayar sendiri;
- PTKP,

Kelerangan :



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

26

Karyawati yang kawin dianggap tidak kawin tanpa tanggungan,

2) Penerima pensiun dengan hak pengurangan berupa ;

- Biaya pensiun 5% x penghasilan bruto, max Rp. 36.000,00 sebulan
atau Rp. 432.000,00 setahun;
- PTKP.

3) Untuk pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai dengan hak
pengurangan hanya PTKP.

4) Distributor, multilevel marketing/direct selling  deengan hak
pengurangan PTKP bulanan.

3) Pekerja yang mendapat perlakuan Pajak Penghasilan yang ditanggung
oleh Pemerintah adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang
bekerja sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tidak letap pada satu
pemberi kerja di Indonesia, yang menerima gaji, upah, serta imbalan
lamnya dari pekerjaan yang diberikan dalam bentuk uang sampai dengan
Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) sebulan.

6) Pajak Penghasilan yang terutang atas gaji, upah, serta imbalan lainnya
dan pekerjaan yang diterima oleh Pekerja sebagaimana dimaksud dalam
ayal (1) sampai dengan Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sebulan
ditanggung oleh Pemerintah.

7) Pajak Penghasilan Pasal 21 vang Ditanggung oleh Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dihitung secara bulanan dan tidak
disetahunkan.

3.6.2 Tata Cara Penghitungan PPh Pasal 21 Menurut PT. Tempo Jember

Cara menghitung PPh pasal 21 bulanan atas penghasilan pegawai tidak

tetap pada PT. Tempo Jember yang pajaknya ditanggung oleh masing-masing

pegawai:

|. Untuk mengetahui PPh ps. 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih
dahulu dicari penghasilan bruto yaity menggabungkan gaji pokok, uang
lembur dan tunjangan pengobatan (sebagai pengganti biaya pengobatan )
dikurangi dedngan biaya jabatan, ijuran Jamsosiek, ikatan keluarga
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karyawan (IKK), biaya pengobatan yang dibayar oleh pegawai, kemudia

disctahunkan;

keterangan :

- untuk biaya jabatan besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto,
setinggi-tingginya sebesar RP. 1. 296.000 00 setahun atau sebesar Rp.
108.000,00 sebulan;

- tumjangan pengobatan besarnya adalah sesuai dengan nominal yang
dibutuhkan oleh karyawan pada bulan yang bersangkutan kemudian
dijadikan pengeluaran dalam kelompok biaya. Sehingea tidak
mengurangi dan tidak menambah penghasilan bagi Wajib Pajak . Jadi
tunjangan pengobatan vang diberikan oleh perusahaan setiap bualnnya
kepada karyawan sifatnya tidak tetap, kemungkinan tidak ada
tergantung kondisi diri waji pajak.

2. untuk memperoleh penghasilan neto setahun, penghasilan neto sebulan

dikalikan 12;

Lad

penghasilan netto yang disetahunkan tersebut diatas, selanjutnya dikurang;
dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh
Penghasilan Kena Pajak (PKP);

4. atas dasar Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut. kemudian dihitung PPh
pasal 21 setahun, sesuai tarif pasar |7 UU Perpajakan/2000;

5. untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, juralah pasal 21 setahun
dibagi 12.

3.6.3 Contoh Perhitungan PPh pasal 21 atas Pegawai Tidak Tetap pada PT.
TEMPO Jember Berdasarkan Keputusan Meateri Keuvangan Republik
Indonesia No. 486/KMK.03/2003

Contoh : Penghitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tidak tetap kawin
dengan tanggungan.

Tuan Agus sebagai pegawai tidak tetap pada PT. TEMPO Jember dengan

Jabatan salesman status (TI/-) yang menjadi fanggungannya. Tuan Agus

menerima gaji pokok Rp. 240.000,- dan insentif sebesar Rp. 144.000.-
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Jawah ¢

Penyelesaian

Penghasilan Rp. 240.000,-
Insentif Rp. 144.000.- +
Penghasilan Bruto Rp. 384.000.-

Penghasilan netto | tahun

12 x Rp. 384.000.- Rp. 4.068.000 -
Pengurangan
PTKP(TK/-)
Untuk Wajib Pajak sendiri Rp. 2.880.000,-
PKP Rp. 1.728.000 -

PPh pasal 21, 1 tahun terutang
5% x Rp. 1.728.000 - = Rp. 86.400 -
PPh pasal 21, 1 bulan terutang :

Rp. 86.400-: 12 =Rp. 7.200-
PPh yang ditanggung pemerintah -
Penghasilan Rp. 1.000.000,-
PTKP Rp.  240.000.-
Rp.  760.000.-
PPh yang terutang : Rp. 760.000 x 5% = Ep.  38.000,-
Penjelasan -

* Penghasilan < Rp, 1.000.000 pajak ditanggung pemerintah

* Penghasilan < Rp. 2.000.000 untuk penghasilan sebesar Rp, 1,000.000
pajaknya ditanggung oleh pemerintah

* Penghasilan Rp. 3.000.000 pajak ditanggung oleh Wajib Pajak sendin.

Karena pajak penghasilan yang terutang lebih kecil dari pajak yang

ditanggung pemerintah maka pajak penghasilan yang terutang oleh Tuan

Agus semuanya ditanggung pemerintah.
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3.6.4 Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
dan Pasal 26
3.6.4.1 Pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 26
Setiap penerima penghasilan (kecuali pegawai tetap dan penerima pensiun)
yang dipotong PPh Pasal 21 atau Pasal 26 pada saat pembayaran harus diberikan
bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 21 final atau PPh Pasal 26 tergantung
dan jems penghasilan. Bukti-bukti ini sangat berguna untuk pengisian SPT-
Tahunan, i

3.6.4.2 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
Pajak imi disctorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan
nomer kode jenis pajak 0111 dan nomer kode jenis setoran 100 (untuk
pembayaran masa), agar lebih jelasnya dalam mengisi lembar SSP berikut akan
dijelaskan mengenai SSP, antara lain :
1) Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak vang terutang ke kast
negara melalul Kantor Pos dan atau Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan (Mardiasmo, 2002:23),

2) Fungsi Surat Setoran Pajak (SSP)
- sebagai sarana membayar pajak;

- sebagai bukti dan laporan pembayaran pajal; .

Fnd

Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak (S. Cacah, 1989 129)
Petunjuk umum

Salu perangkat SSP terdiri dari lima rangkap, yaitu -

- lembar 1 untuk arsip wajib pajak :

- lembar 2 untuk KPP melalui KPKN :

- lembar 3 untuk dilaporkan olch Wajib Pajak ke KPP -

- lembar 4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro :

- lembar 5 untuk arsip Wajib Pajak pemungut atau pihak lain.

I
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Cara Pengisian SSP (Surat Setoran Pajak) -
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diisi sesuai dengan Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) dimana Wayib Pajak terdafiar :
- mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai denga kartu
NPWP ;
- mengisi nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan kartu NPWP ;
- mengisi salah satu jenis pajak yang akan dibayar pada kolom uraian
peserta mengisi Kode jenis pajak dan kode jenis setoran:
- mengisi salah satu nomor ketetapan apabila Wajib Pajak dikenai Surat
Tagihan Pajak (STP) / Surat Ketetapan Pajak (SKP) / Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ;
- mengisi besarnya pembayaran dalam angka dan huruf
I. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak
4. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran ;
b.  Kantor Pos :
¢.  Bank-bank BUMN atau BUMD :
d.  Tempal pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
Batas Waktu Pembayaran atau Penyetoran Pajak PPh Pasal 21
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 disetorkan tangeal 10 bulan
takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

ted

s

Sangsi Administrasi

Sangsi berupa bunga schesar 2% sebulan untuk seluruh masa, yang

dihitung sejak jatuh tempo.

3.6.4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26
Dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26
menggunakan SPT PPh Pasal 21. Untuk lebih  memahami tentang Surat
Pemberitahuan (SPT), berikut ini akan dijelaskan beberana hal, antara lain -
| Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembavaran pajak


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

31

vang terutang menurul peraturan perundang-undangan perpajakan
(Mardiasmo, 2002:17),

I

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan;

a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan
perhitungan pajak yang sebenarmya:

b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah
dilaksanakan sendiri atau melaluj pemotongan pajak atau
pemungutan pajak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun
Pajak;

¢. Untuk melaporkan pembavaran dari pemotong atau pemungut
lentang pemolongan atau pcmungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam satu Masa Pajak, vang ditentukan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan

a. Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) sclempat dengan menunjukkan Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP):

b. Surat pembentahuan (SPT) harus diisi dengan benar. jelas, dan
lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir
SPT yang tidak benar mengakibatkan pajak terutang Kurang bayar,
akan dikenakan sangsi perpajakan;

€. Surat pemberitahuan (SPT) harus di serahkan kembali ke KPP yang
bersangkutan dalam batas wakty yang ditentukan, dan akan
diberikan tanda terima yang bertanggal. Apabila SPT dikirim
melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti
serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal
penerimaan;

d. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan pasal 26
menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh pasal 21 dilampiri
dengan:


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

- Dafiar pemotongan PPh pasal 21 dan pasal 26,
- Bukui-bukti pemotongan PPh pasal 21 final;
- Surat Setoran Pajak (SSP) lembar (3).
4) Jems Surat Pemberitahuan (SPT)
a. SPT-Masa
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam
suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. '
b. SPT-Tahunan
Adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak.
5) Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21
Tabel 3. Batas Waktu Penyampaian SPT PPh Pasal 21

| Yang Menyampaikan | Batas Waktu i |
Jenis SPT
SPT | Penyampaian SPT

SPT-Masa Pemotongan PPh ps. 21 | Tanggal 20 bulan takwim
berikutnya  setelah Masa
Pajak berakhir

SPT-Tahunan Pemotongan PPh ps. 21 Sclﬁmhamya 3 bulan setelah

| akhir Tahun Pajak

Sumber : Perpﬁjakan, 2002
6) Sangsi Terlambat atau Tidak Menyampaikan SPT

a. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT dikenakan denda
untuk:
- SPT-Masa sebesar Rp. 25.000 - (Dua Putuh Lima Rupah)
- SPT-Tahunan sebesar Rp. 50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah)

b. Tidak menyapaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya
tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar
karena kelapaan Wajib Pajak schingga dapat menimbulkan
kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-
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lamanya 1 (satu) tahun dan denda setinggi-tingginya 2 (dua) kali
jumlah pajak terutang;

¢. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
dengan sengaja sehingga dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara selama-
lamanya 6 (enam) tahun dan denda setinggi-tingginya 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dib&}'ﬂ.l‘.-

3.6  Penilaian Terhadap Lembaga (PKN) Dalam Pelaksanaan Kewajiban

Perpajakan

Perseroan Terbatas Tempo Jember merupakan Wajib Pajak vang telah
melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, mulai dari pemotongan,
pemungutan, penyetoran, sampai dengan pelaporan pajak wrutang. Penilaian ini
diberikan dari hasil pengawasan terhadap pelaksanaan perpajakan di PT, Tempo
Jember. PT. Tempo Jember telah melakukan kewajibar perpajakan secara rutin
dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Undang-Undang
No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan,

Perseroan Terbatas Tempo Jember berstatus sebagai anak cabang
Perusahaan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). dalam usahanya menggunakan
sistem pembukuan sederhana tentang kemampuan ckonomis, yang telah disiapkan
oleh aktifitas akuntansi Akumulasi suatu masa disclenggarakan dengan
pencatatan yang teratur dalam proses pembukuan. PT, Tempo Jember hanya
membuat laporan secara mingguan. Kemudian, berdasarkan informasi  dari
pembukuan itu dihitung pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang
diterima/diperoleh atau diserahkan dan dilakukan selama masa pajak yang
bersangkutan.

PT. Tempo Jember melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang
terutang dalam tahun pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT-Tahunan) beserta lam pirannya. Penyetoran atau pembayaran SPT-Tahunan
pajak PPh pasal 21 dilakukan sebelum tanggal 25 Maret tahun takwim berikut dan
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menyampiakan SPT-Tahunan PPh pasal 21 dilaporkan atau disampaikan sebelum
tanggal 31 Maret tahun takwim beikut yang disampaikan le Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Jember.

Pajak penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun,
kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan dipungut melalui sistim
pemotongan (self asessment system) pada saat penghasiian dibayarkan.
Pendekatan “terima-bayar” (pay as you earn) dan “pergi-bayar” (pay us you go)
diatur dalam ketentuan pasal 21 UU Pajak Penghasilan, Dalam ketentuan itu,
setiap pemberi kerja perusahaan dan penyelenggaran kegiatan vang membayarkan
penghasilan itu wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas
pajak. (Gunadi, 2000:11).

Dalam hasil perhitungan pada PT. TEMPO Jember atas pegawai tidak
tetap ferjadi adanya perbedaan perhitungan antara hasil contoh penghitungan
menurut perusahaan PT. TEMPO Jember dan hasil contoh penghitungan menurut
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 486/KMK_03/2003.
Dimana semua pajaknya ditanggung oleh pemenntali karena penghasilan yang
diterima dibawah Rp. 1.000.000.-,

Pajak penghasilan pasal 21 dar para pegawai PT. Tempo Jember
ditanggung oleh masing-masing Wajib Pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan
merupakan bagian dari unsur gaji, maka dalam dafiar gaji pegawal tercantum
“terutang PPh pasal 21", dan dialokasikan pada kelompok-kelomipok biaya sesuai
dengan tempat pegawai memberikan  kontribusi pencapaian  penghasilan
perusahaan. Contoh struk paji pegawai dapat dilihat pada hal lampiran,

Pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong atau dipungut oleh P
Tempo Jember atas karyawannya akan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Jember melalui Kantor Pos dan Giro atau bank persepsi (Bank BNI atau Bank
Mandirt) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilaksanakan
tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan

selambat-lambatnya tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak

berakhir guna menghindari keterlambatan dalam melakukan penyctoran dan
pelaporan pajak yang terutang
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IV. PENUTUP )

Demikianlah laporan hasil Praktek Kerja Nyata dengan judul “Mekanisme
Penyetoran dan Pelaporan Masa PPh Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tidak Tetap
Pada PT. TEMPO Jember” ini dibuat Perdasarkan laporan hasil PKN di P1.
TEMPO Jember. dapat disimpulkan bahwa

4. PT. TEMPO Jember dalam melakukan panghitungan PPh pasal 21 atas
pegawai tidak tetap menggunakan penghitungan  bulanan setara
komputerisasi;

b. Pada saat perhitungan menggabungkan gaji pokok dan komisi atay intensif
yang sepenuhnya ditanggung perusahaan:

C. Sistem pengendalian intern perusahaan terhadzp pelaksanaan PPh pasal 2|
atas pegawai tidak tetap telah dilaksanakan dengan joh description,

Penulis menyadari bahwa isi laporan ini masih iauh dari sempurmna, oleh
karena itu penulis mohon kritik dan saran demi kesempurnaan laporan inj,
Akhimya, penulis berharap agar laporan ini berguna bagi penulis pada kKhususnya
dan pembaca pada umumnya sebagai referensi, terutama bagi pembaca vang akan
menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata, Amien,

Gy, | T ey |
; *ﬁ‘ e XS
| .
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|
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UNIVERSITAS JEMBER

“FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

J Kalimantan - Kampus Tegalbate, Telp, (0831) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 63171
Email - Fisipune| @ jember, wasaniaranetid Telp. (0351) 832736

SURAT-TUGAS
No /282 11.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas 1w Sesial dan lmu Politik Universitas Jember
nienuguskun kepuds muliusiswa yuig numenys tercantum dibawal ini -

No. Mama | NIN
L, Buri Yuniasih 00 - 1069
2. D Eka Witaya [ Q0 -1151

Untuk mengikuti program ‘kegiatun magang pada FT. TEMPO di Jember,
selana 30 buri terhitug sejak 1 April 2003 s/d tanggal 1 Mei 2003
Mahasiswy diwajibkan mengikuti kegiulun magang berdasarkan tala tertib
dun digiplin kerja yang berlaku.

Demikian swal fugus ini dibuat untuk  dilaksanaken dengan sebaik-
baiknya

Jember, 20 Marel 2003
-

och. Toerki

30524 832
Lenibusad kepady ¥l ¢

1.Kelus Propram Studi D-I1 Perpajakas FISIP UNET.
3. Kasubag Pendidikun FISIP,

Srits apmapin reardi; kd
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THE TEMPO GROUP

PT. TEM P(}
- = -

Flraad e L0 DUING WSS BMLILLA 01 HR Haguid S Kay, 17, Jokiris 12858, Indonesie
Plirinee DRNTHBE. Troimulieies 1308 Jki Taiax uu’? Lermipve L, B2 FTT feereoprer dai, Ehal R - T T
Sarubay i Branoh CHiic A1 Muaesg i eelusnil II| T Ps CEVDMET {2 Liresi
Mo PR.F BOEE

SURAT KETERANGAN
NO:e8g /cP jBR 2 Vil /2603

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Mahasiswa dengan
data sebagai berikut :

Nama : Dian Eka Wijaya
MNim 1 200-115]
Fakultas : llmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi  : D I11 Perpajakan

Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di

PT.Tempo Jember mulai tanggal | April
2003 s/d 1Mei 2003,

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 6 Juni 2003

Pimpinan PT. Tempo Jember

My Sﬂwu IV 43, Jamhes

Mas’ud Ary
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Memmbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 486 /KMK.03/2003

TENTANG 4

PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH

ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARL PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasa; 3 Peraturan Pemenntah Nomor 47 ‘I'ahun 2003

lentang Pajak Penghasilan vang Ditanggung oleh Pemerintah  atas Penghasilan Pekerja

dari Pekerjaan,  perly menetapkan  Neputusan Menter Keuangan tentang Pajak

Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dani Pekerjaan;

L.

=t

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Kelentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telal beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nemor 16 Tanun 2000 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik,
Indonesia Nomor 3984);

L}ndnng-undung Nomor 7 ‘I'ahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Letnbaran Negara Republik

beberapa kali dinbah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telal

2000 Nomor 127. ‘I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang  Pajak Penghasilan yang

Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4323):
Keputusan Presiden Nomor 278 / M Tahur 2001:
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44 TIRME.03/2002 lentang Bagian Penghasilan

Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pepawai Hardan dap Mingoian serta Pegawai

Tidak Tetap Lainnya yiang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan;

I
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enctapkan

MEMLUTUSEF.AN:

TS NI i AN TENTANG PATAK PENGHASILAN YANG
BEPUTHSAN MENTIR]I KELANGAN H.H AN EA 4 il
DITANGGUNG OLEN PEMERINTAIL ATAS PENGITASTLAN PEKERJA DARI
PERKERIAAN,

tasal 1

(1) Pekenja - yvang  mendapat  perlakuan  Pajak Penghasilan - yang  ditangyung  oleh
Pemerintale adalah Wajib Pajak orang prbadi dalam negeni vang bekerja sebagai
pegawail tetap atau pegawai tidak lctap pada satu pembeni kerja i Indonesia, yang
menerima gaji, upah, serta imbalan lamnya dari pekerjaan yang diberikan dalam

bentuk uang sampai dengan Rp 2.000.000.00 (dua juta rupial) sebulan,

(2) Pajak Penghasilan vang lerutang alag gajl, vpah, serta imbalan lainnya dan pekerjaan
vang dilenima oleh Peker

L.U0U.000,00 ¢

a scbagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan Rp
satu juta rupiah) sebulan itanggung olel: Pemerintah,

(3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Ditunggung oleh Pemerintah sebagauimana dimaksud
dalam avat (2), difutung secava bulanan dan tidak disetahunkan,

Pagal 2

(1) Pajak  Penghasilan Pagal 27 vang lerutang cleh Pekeria ving berstatus  sebagai
pegawai letap atas penghasian dan pekerjaan adalah scbesar sumlah penghasilan

keteniuan  Pasal 21 ayai (3) dikalikan tant
at (1) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku,
(2) Pajak Penghasilan p

hena pajak yang dihiilung  berdasarkan
Pasal 17 ay

asal 21 yang lerutang oleh P

ekeljn yang berstatus sebagai
pegawal harian, mingguan,

serta pegawai tidak tetap lainnya atas penghasilan dari
pekerjaan adalah sebesas jumlah penghasilan kena pajak ying dihitung berdasarkan

Kelentuan Pasal 21 ayat (4) dikalikan tarif Pasal 17 dyat (1) Undang-undang Pajak
Penghasilan Yang berlaku,

(3) Pajak Penghasitan vang ditanggung oleh P

cmennlal schagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 avat (2) ad

alal sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang terutang oleh Pekerja
Sesual ketentuan  sebacaimana dimaksud  dalam avat (1) atau avat (2) atas Jumlah

penghasilan bruto dan pekeriaan sebulan sampar dengan R 1.O00.000,00 (saty Juta

mpjn].:}.
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(4) Pajak Fenghasian Fasal 21 yang harus dipotong oleh Pemben Kerja atas penghasilan
: Pekena dan pekerjaan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tﬂrutangl
sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  avat (1) atau u}'nIL{E] dikurang
dengan Pajuk Penghasilan yang  dilangeung  olch  Pemerintah sesvai  kelentuan

sehagaimana fersehul dalam ayat (3).

Pasal 4

Pajak Penghasilan vang, terutang oleh Pekerja, vang ditanggung oleh Pemerniah, dan
yang harus dipotong. oleh Pembed Kerja sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 2. wajib
dilaporkan baik dalam Sl Tahunan Pajak Penghasilin Pekerja dan atau dalam 811
Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pemberi kerja sesum ketentuan umum vang
berlaku,

Pasal 4

Pada saat Keputusan Menter Keuangan ini mulai berlaku,

Nomor 70/KMK.03/2003 tentang Pajak Penghasilun atas Penghasilan vang Diterima oleh

Pekerja sampai  denpan  Sebesar Upah  Minimum Propinsi atau Upah Minimum
Kabupaten/Kota dinvatakan tidalk berlaku,

Keputusan Menteri Keuvangan

Pagal 5

Pemotong Pajak Penghasilan vang terlanjur menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan

Pasal 21 berdasarkan Keputusan Menteri Beuangan Nomor TOKMIL03/2003 tentang

Pajak Penghasilan atas penghasilan vane Diterima oleh Pekeria sampai dengan Sebesar

Kabupaten/Kota terhitung sejak tanggal 1 Juli 2003
sampal  dengan diletapkannya  Keputusan Meniern Keuangan ini, dapat melakukan

pembetulan  SP1 Masy Pajak  Penghasilan Pasal 21 atau

Upah Mimimum Fropinsi atau L 'pah

melakukan  penyesuaian
Talwnan Pagak Penglasilan Pasal 2] dengan
perhitungan kembali Pajak Penghasilan Pasa! 27

perlitungan pada saat  membua Al

melakukan Terutang setelah '1'ahun

Takwim  berakhir, sesuai dengan  ketentuan perundang-undangan perpajakan yang

berdaku,
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Pasal 6
hetentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteni Keuangan i
diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. s
Pasal 7

Keputusan Menteri Keuangan ind mula berlaku pada tangeal ditetapkan dan mempunyvai

daya laku surut sejak tanggal 1 Juli 2003,

Agar setiap oring mengetahunya, memerdntahkan pengumuman Keputusan Menteri

Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Nepara Republik Indonesia.
Diletapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2003
MENTER]L KEUANGAN REPUBLUS INDON ESTA,
T, -

BOLEDIONO
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONIESIA
SALINAN

RALAT

KEPUTUSAN MENTFRI KEUANGAN REPUBLLK INDONESLA
NUMOR 486/ IKMIC.03/2003-12-23 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PEKERJAAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Berhubung dalam Keputusan Menten K euangan Republik Indonesia Nomor 486/KMI.03/2003 tanggal
Olktober 2003 terdapat kekeliruan pada Lampiran Keputusan Menterd Feuangan, maka perlu diadakan ralat
vagai berikut:

Contoh Nomaor 2 huruf a angka 3:

3) PPh atas 'T'HR
(Rp. 40.125,00 Rp. 37.750,00) Rp. 2.375,00

Seharusnya;

3) PPh atas THR
(Rp. 481.500,00 - Rp. 453.000,00) Rp 28.500,00

Contoh Nomor 2 huruf ¢
Tertulis:

¢) PPh Pasal 21 vang harus dipotong oleh Pember Kerja
= Rp. 40.125,00 - Rp. 28.500,00) - Rp, 11.875,00

Sgharspya:

¢) PPh Pasal 21 yvang larus dipotong oleh Pemberi Kerje
= (Rp. 37.750,00 + Rp. 28.500,00) - Rp 28.250,00 = Rp 38.000,00

Dengan ralat imi. maka kekelirua ad: : 2 Leputisg Aenler
m{}ﬂ{ﬂgs o et dﬂwmlll-.{zl;l_'t n pada Lamnpran Keputusan  Menten Keuangan Nomc
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penigumuman - Ralat Keputusan Menteri Keuanga
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,
Ditetapkan di Jakmta
pada tanggal 9 Desember 2003
a.n MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttcl.

AGLS HARYANTO
NIP 060035211
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MEMTER] KEUANGAN REPUBLIK
INDOMESIA MOMOR 4B6 semicm/zom
TENTANG TENTANG FAJAK FENGHASILAN
YANG DITANGGUNG OLEM PEMERINTAH
ATAS  PENCHASILAN  PEKER|A  DAR
PERIER] AAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

CONTOH CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGMASILAN

DARI PEKERJAAN YANG TERUTANG OLEH PEKER]A, YANG DITANGGUNG
OLEH PEMERINTAH DAN YANG HARUS DIPOTONG OLEH PEMBERI KER]A

. Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari. la memperoleh gaji beserta
tunjangan berupa uang sebulan sebesar Rp 1.400.000,00 dan membayar iuran pensiun

sebesar Rp 25.000,00 sebulan. Sacfudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status

K/0). _

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terulang; : ._
Gaji dan tunjangan sebulan Rp 1.400,000,00
Pengurangan: '

Biaya jabatan (5% x Rp 1.400.000,00)  Rp  70.000,00

luran Pensiun Rp 2500000
By - 95.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.305,000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.305,000,00 Bp  15.660.000,00
PTKP setaliun:
- untuk WP sendiri Ry 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 11 340.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun: :
3% x Rp 11.340.000,00 ; Rp 567.000,00
PPh Pasal 21 terutang scbulan Rp 47.250,00
b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:
Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintah Rp 1.000.000,00
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00)  Rp  50.000,00
luran Pensiun Rp 25.000,00 :
Rp 75.000,00
Penghasilan Neto sebulan: Rp 925.000,00
PTKP sebulan:
untuk WP sendiri Rp  240.000,00
- tambahan WP kawin Rp  120.000,00
Rp 360.000,00
Penghasilan Kena Pajak sebulan 2p 565.000,00
| PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan: ]
5% x Rp 565.000,00 Rp 28.250,00,

¢. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja
=Rp 47.250,00 - Rp 28.250 = Rp 19 000,00
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MENTERL KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

2, Mariko Hutadjulu adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. Ia memperoleh
gaji bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00, menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan
membayar iuran pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan, Mariko Flutadjulu menikah tetapi

belum mempunyai anak (status K/0).

a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

1) PPh atas Gaji dan THR
Gaji setahun (12 X Rp.1.200.000,00) Rp  14.400.000,00
THR Rp 600.000,00
Total Penghasilan setalun Rp 15.000.000,00
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x Rp 15.000,000,00) Rp  750.000,00
luran Pensiun (12 X Rp.25.000,00) Ep _ 300.000,00
Rp 1.050.000,00
Penghasilan Nelo Rp 13.950.000,00
PTKP setalwun:
- untuk WP sendiri Rp Z2.480.000,00
- tambahan WP kawin Rp  1.440.000,00
Rp 4.220.000,00
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 9.630.000,00
FPh Pasal 21 terutang setahun:
2% x Rp 9.630.000,00 Rp 481.500,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas Gaji dan THR Rp 40.125,00
2) PPh Pasal 21 atas Gaji
Gaj Rp 1.200.000,00
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x Rp 1.200.000,00) Rp 60.000,00
Iuran Pensiun Rp 2500000
Rp 85.000,00
Penghasilan Neto sebulan Rp 1.115.000,00
Penghasilan neto setahun 12 x Rp 1.115.000,00 Rp  13.380.000,00
PTKP setahun:
- untuk WP sendiri Kp 2.880.000,00
- tambahan WP kawin Rp 1.440.000,00
Rp 4.320.000,00
Penghasilan Kena Pajak setalun Rp 9.060.000,00
PPh Pasal 21 terutang setahun:
5% x Rp 9.060.000,00 Rp 453.900,00
PPh Pasal 21 terutang sebulan atas gaji Rp 37.750,00
3) PPh atas THR
(Rp.40.125,00 - Rp. 37.750,00) Rp. 2.375 00
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. Anuri adalah Pegawai telap PT Dinda Dimana, [

MENTERI KEUANGAN )
REPUBLIK INDONES;A

b. Penghitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah:

Penghasilan sebulan ditanggung oleh Pemerintaly Rp 1.000.000,00
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% x Rp 1.000.000,00) Rp 24,000,00
luran Pensiun Rp 25.000,00

Rp -75.000,00
Penghasilan Neto sebulan: «  Rp 925.000,00
PTKP sebulan:
= untuk WP sendiri Rp  240.000,00
- tambahan WP kawin Rp  120.000,00

Rp__360.000,00
Penghasilan Kena Pajak scbulan Rp 565.000,00
PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah sebulan;
5% x Rp 565.000,00

Rp - 28.250,00
¢. PPh Pasal 21 yang harus dipotong oleh Pemberi Kerja '

=Rp 40.125,00 - Rp 28.250 = Rp 11 875,00

Sudir Gunanto adalaly Pegawai telap di PT Jawa Sum
bulan Desember sebesar Rp 1.200.000,00,
sebesar Rp. 1.200.000,00 dan membayar jur
Gunanto belum menikah,

atera Cemerlang, Ja memperoleh gaiji
serta menerima bonus sebylan Baji, yaitu
an pensiun sebesar Rp 25.000,00 sebulan, Sudir

Karena Penghasilan Sudir Gunante dalam Bulan Desember lotalnya melebihj Rp.
2.000.000,00 (8aji Rp. 1.200.000,00 dan bonus Rp, 1.200.000,00 sehinggn total penghasilan
Rp. 2.400.000,00) maka seluruh penghasilay Sudir Gunanto pada bulan Desember
terutang PPh Pasal 21 dan harus dipotong, disetor dan dilaporkan oleh Pemberi Kerja.

Dengan demikian Pada Desember tersehut tidak ada Pajak Penghasilan yang
Ditanggung Pemerintaly,

Sokhid adalah juga pegawai tetap PT Insan Seialy Les ari. |
tunjangan berupa uang sebulan sebesar 900.000,00 den memba
Rp 12.500,00 sebulan, Sokhid menikah tetapi belum men punyai anak (status K/ 0)

Karena penghasilan Sokhid sebulan kurang dari Rp 1.000.000,00 ¢
PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tersebut dit

ebulan, maka seluruh
anggung oleh Pemerintah,

@ memperoleh gaji beserta tunjangan
berupa uang sebulan sebesar Rp 2.050.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp
30.000,00 sebulan. Anuri belum menikah (status TK/ Q).

Karena penghasilan Anuri sebulan lebih darj Rp 2.000.0

00.00 maka selurul PPh Pasal 21
yang terutang atas penghasilan tersebut harus dipotong

oleh Pemberi Kerja,
F -
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ini ' i it Putri Merayu. Ia
6. Rini bulan Agustus 2003 bekerja sebagai buruh harian pada PT Yana _
bekerja selama 6 hari dan menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00. Misalkan Upah |
Minimum yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta scbasar Rp 631.554,00 sebulan. -

Rini belum menikah (status TK/ 0).
a. Penghitungan PPh Pasal 21 terutang:

Upah sehari Rp 100.000,00
Dikurangi: 1/10 x UMP = 1/10x Rp 631.554,00 Rp 63.154,00
Penghasilan Kena Pajak schari Rp 36.846,00
PPh Pasal 21 terutang sehari 5% x Rp 36.000,00 Rp . 1.800,00

e

.
Jumlah PPh Pasal 21 terutang selama 6 hari; adalah 6 hari x Rp 1.500,00 = Rp 10.800,00 E’.

b. Karena jumlah upah yang diterima oleh Rini dalam bulan Agustus 2003 bEI‘u'!'n
‘melebihi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 1.000.000,00 sebulan, maka selurith
PPh Pasal 21 yang terutang atas upah tersebut ditanggung oleh Pemerintah, 5

. |

- Eko pada bulan Agustus 2003 beker|

Perkasa. la bekerja selama 15 hari da
Misalkan ketentuan Upah Minimum
sebesar Rp 631,554,00 sebulan. Eko belu

a sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini
n menerima upah sehari sebesar Rp 100.000,00.
yang berlaku di wilayah Propinsi DKI Jakarta
m menikah (status TK/ 0). e

a. Penghitungan PPh Pasal 21 lerutang: F g e e
Upah sehari Rp 1100.000,00
-Dikurangi: PTKP schari =1/360 x Rp 2.880.000,00 | Rp _8.000,00
Penghasilan Kena Pajak sehari Rp $2.000,00

PPh Pasal 21 terutang sehari 5% x Rp 92.000,00 Rp 4.600,00

b. Penghitungan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerinta}:

Batas upah sehari yang PPh-nya ditanggung oleh Pemerintah=
1/26 % Rp. 1.000.000,00 '

@ Rp 38.462,00
Dikurangi: PTKP sehari = 1 /360 x Rp 2.880.000 Rp 8.000,00
Penghasilan Kena Pajak sehari Rp 30.462,00

- PPh Pasal 21 DTP sehari 5% « Rp 30.000,00

Rp 1,500,00
¢. PPh Pasal 21 yang harusdipotong oleh Pemberi Kerja. :
(Rp 4.600,00 - Rp 1.500,00) x 15 hari = Rp 46.500,00

. o MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Salinan sesusi dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

ttd,-
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ey ﬁm '  BOEDIONO
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